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Abstrak
 

Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar

modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material

yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat.

Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka

investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan

pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten

atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi

maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading

atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang

menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk

diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan

informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar

modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya

pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau

perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran

tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan

oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja

melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak

menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena

sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti

yang sah di sidang pengadilan.

......Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the

capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material

information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company

information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company

stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital

Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public

companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime

in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider

trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory
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agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that

indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been

breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis.

This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a

category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not

been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore

it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in

form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a

chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the

enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of

law.


